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ABSTRAK

Di era modern saat ini, seorang perempuan tidak hanya menjadi
seorang ibu rumah tangga. Perempuan masa Kini sudah mulai terjun di
sektor publik dimana mereka harus bekerja. Berbekal keterampilan dan
pendidikan yang dimiliki saat ini perempuan sudah berani untuk bekerja di
luar rumah. Hal ini membuat munculnya suatu peran ganda yang bisa
dikatakan lebih dari dua peran bagi perempuan yang sehari-harinya
menjadi seorang pekerja. Peran yang dianut oleh pekerja perempuan adalah
peran menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya serta menjadi seorang istri
yang baik bagi suaminya. Dalam menyeimbangkan peran, seorang
perempuan merasa sulit dan memiliki banyak hambatan. Seorang
perempuan Yyang tidak dapat menyeimbangkan perannya akan
menimbulkan dampak bagi keluarganya maupun pekerjaannya. Namun
yang paling penting adalah dampak bagi keluarganya. Seorang perempuan
memiliki kewajiban yang penting yaitu mengurus rumah tangga keluarga.
Apabila berdampak negatif maka akan mengacaukan kehidupan keluarga,
dan berdampak signifikan bagi suami dan anak. Hal mengenai peran ganda
juga dialami oleh pekerja wanita K3L Univesitas Padjadjaran. Mereka
berkewajiban untuk memenuhi peran mereka sebagai seorang ibu dan
seorang istri serta menjadi pekerja K3L dalam waktu yang sama.
Kata kunci: Peran Ganda, Teori Konflik, Wanita Sebagai Tenaga Kerja

ABSTRACT

In today's modern era, a woman is not only a housewife. Today's
women have started to enter the public sector where they have to work.
Armed with the skills and education currently available, women have the
courage to work outside the home. This creates a dual role that can be said
to be more than two roles for women who are daily workers. The role
adopted by women workers is the role of being a mother for their children
and being a good wife for her husband. In balancing roles, a woman finds
it difficult and has many obstacles. A woman who cannot balance her roles
will have an impact on her family and work. But the most important thing
is the impact on his family. A woman has an important obligation to take
care of the family household. If it has a negative impact it will disrupt
family life, and have a significant impact on husbands and children. The
issue of dual roles is also experienced by female K3L workers at
Padjadjaran University. They are obligated to fulfill their roles as a
mother and a wife and become K3L workers at the same time.
Keywords: Multiple Roles, Conflict Theory, Women's Labor
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PENDAHULUAN

Di zaman moderen seperti sekarang ini pengalaman sehari-hari dalam
pelaksanaan peran pekerjaan dan keluarga akan berdampak pada individu yang bekerja di
luar rumah sekaligus terlibat dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, isu tentang
penyeimbangan antara peran pekerjaan dan keluarga menjadi penting untuk dijadikan
suatu bahan kajian. Hal ini akan menjadi semakin kritikal mengingat upaya harmonisasi
antara kedua domain kehidupan tersebut merupakan suatu hal yang relatif sulit untuk
direalisasikan. Jika upaya ini gagal dilakukan, maka dampaknya akan mengarah pada
ketegangan di tempat kerja dan keluarga, yang pada gilirannya akan menghambat
pencapaian kinerja pada kedua peran tersebut.

Dalam kehidupan orang dewasa, pekerjaan dan kehidupan keluarga, merupakan
realisme dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Individu,
terutama yang berada dalam suatu ikatan perkawinan, mau tidak mau, harus
mengupayakan perimbangan untuk menghindari terjadinya konflik antara dua
kepentingan tersebut, karena menurut Lo et al. (2003), tekanan pekerjaan-keluarga
diidentifikasi sebagai masalah utama pekerja, khususnya ibu yang bekerja. The National
Institute for Occupational Safety and Health juga mengidentifikasi konflik pekerjaan-
keluarga (KPK) sebagai satu dari sepuluh sumber tekanan utama di tempat kerja
(Kelloway et al. 1999). Kondisi ini menggambarkan bahwa KPK merupakan suatu
determinan kehidupan yang perlu mendapat perhatian serius bukan saja dari individu
yang mengalaminya, melainkan juga oleh organisasi yang mempekerjakan karyawan,
terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan pasangan bekerja (dual-earner
family).

Di masa lalu, ketika karakteristik keluarga masih dicirikan oleh dominasi suami
sebagai pencari nafkah utama, KPK tidaklah merupakan topik pembahasan yang
semenarik sekarang. Namun, dengan meningkatnya jumlah keluarga dengan pasangan
bekerja (dual-earner families), pemenuhan tuntutan antara peran pekerjaan dan peran
keluarga menjadi semakin sulit untuk diupayakan. Apalagi mengingat bahwa konflik
yang berasal dari ketidakseimbangan antara kedua domain kehidupan ini merupakan
suatu realitas dengan tingkat insiden yang relatif tinggi. Seperti dikemukakan oleh Allen
et al. (2000) mengacu pada hasil studi Galinsky et al. (1993) yang menunjukkan bahwa
sekitar 40 persen orang tua bekerja mengalami KPK, paling tidak pada waktu-waktu
tertentu.

Paralel dengan kondisi tersebut, Hill et al. (2001) yang melakukan survei
terhadap 6.451 orang karyawan IBM (International Business Machine) menemukan
bahwa sekitar 50 persen responden melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan
dalam pencapaian keseimbangan pekerjaan-keluarga (work-family balance). Isu
mengenai tingginya prevalensi KPK sebenarnya sudah terdokumentasi sejak studi
mengenai konflik peran mulai mengemuka. Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh
Kahn (1964) dalam Grant-Valone & Donaldson (2001) mencatat bahwa sepertiga
karyawan laki-laki menaruh perhatian pada pengalaman tentang gangguan pada pekerjaan
yang berasal dari tuntutan-tuntutan pada peran keluarga mereka. Menurut Noor (2002),
penelitian yang berkaitan dengan KPK bertambah secara signifikan sejak dua dekade
terakhir ini. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh semakin kompleksnya tanggung
jawab baik dalam peran pekerjaan maupun keluarga sebagai konsekuensi dari
meningkatnya jumlah keluarga dengan pasangan bekerja. Naiknya angka partisipasi
angkatan kerja perempuan bukan saja di negara-negara maju, melainkan juga di negara-
negara sedang berkembang, secara otomatis akan meningkatkan jumlah keluarga dengan
pasangan bekerja. Di Finlandia misalnya, Kinnunen dan Mauno (1998), menyatakan
bahwa di pasar kerja terdapat proporsi yang tinggi untuk perempuan yang memiliki anak,
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yaitu sekitar 73 persen pada tahun 1993, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh
waktu. Di Australia, terjadi penurunan proporsi keluarga dengan suami sebagai pencari
nafkah tunggal, sedangkan keluarga dengan pasangan bekerja mengalami peningkatan
(Australian Bureau of Statistics, 1997; dalam Tharenou, 1999). Kondisi serupa terjadi di
Indonesia, sebagai salah satu negara sedang berkembang, angka partisipasi angkatan
kerja perempuan juga senantiasa mengalami peningkatan, yaitu dari 32,4persen pada
tahun 1980 menjadi 39,2persen dan 45,9persen secara berturut-turut pada tahun 1990 dan
tahun 2000 (Badan Pusat Statistik, 1982, 1992, 2002). Kondisi ini mencerminkan bahwa
perempuan yang berperan ganda di sektor publik dan domestik semakin meningkat secara
proporsional. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa prevalensi konflik peran
di antara mereka secara keseluruhan juga semakin tinggi. Berbagai riset mengenai peran
ganda, dalam hal ini peran pekerjaan dan keluarga, menunjukkan hasil yang dapat
dikategorikan ke dalam dua kelompok utama (Williams dan Alliger (1994). Pertama,
pelaksanaan peran ganda memungkinkan individu untuk mendapat manfaat psikologis
berupa perolehan status, gratifikasi ego, dan peningkatan kepercayaan diri. Kedua,
pelaksanaan peran ganda dapat menimbulkan biaya potensial berkaitan dengan akumulasi
peran, seperti ketegangan peran, gangguan psikologis, dan gangguan somatik. Akan
tetapi, meski terdapat dua aliran, kebanyakan hasil riset menggambarkan bahwa peran
ganda lebih banyak mengarah pada biaya yang ditimbulkan dibandingkan manfaat yang
diperolen. Dengan perkataan lain, peran ganda cenderung digambarkan akan
menimbulkan konflik bagi individu yang menjalaninya.

TELAAH PUSTAKA
Artikel terpilih yang terkait dengan topik KPK, sebagian besar berasal dari jurnal
yang berbasiskan Manajemen.

Teori terkait Peran 35

Teori terkait Sumberdaya 10

Allen et al. (2000); Boles et al. (2003); Bolino & Turnley
(2005); Burley (1995); Butler & Skatebo (2004);
Cinamon (2006); Edwards & Rothbard (2000); Grandey
et al. (2005); Grzywacsz & Marks (2000); Hall (1972);
Jennings & McDougald (2007); Kinunen & Mauno
(1998); Kirchmeyer (1992); Kossek et al. (1999); Lingard
& Lin (2004); Luk & Shaffer (2005); Morris et al. (1979);
Netemeyer et al. (2005); Parasuraman & Simmers (2001);
Rizzo et al. (1970); Rogers & Molnar (1976); Ruderman
et al. (2002); Shelton (2006); Thiagarajan et al. (2007);
Wallace (1999).

Baltes et al. (2003); Eagle et al. (1998); Grandey &
Cropanzano (1999); Ingram & Simons (1995); Luk &
Shaffer (2005); Miliken et al. (1998); Netemeyer et al.
(2003); Netemeyer et al. (2005); Rud- erman et al.
(2002); Shaffer et al. (2001).
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Teori Spillover 5 Allen et al. (2000); Edwards & Rothbard (2000);

Hipotesis Kelangkaan 4 Hammer et al. (2005); Noor (2004); Ruderman et al.
(2002); Thiagarajan et al. (2007).

Teori Kelembagaan 3 Goodstein (1994); Ingram & Simons (1995); Milliken et
al. (1998).

Teori ldentitas Sosial 3 Carlson et al. (2000); Grandey et al. (2005); Lobel

Posisi pertama ditempati oleh teori terkait peran. Posisi kedua ditempati oleh
teori terkait sumberdaya yang terdiri dari teori konservasi sumberdaya (n=4), teori
ketergantungan sumberdaya (n=3), dan teori saluran sumberdaya (n=3). Urutan ketiga,
keempat, dan kelima secara berturut-turut adalah teori spillover, hipotesis kelangkaan
(n=4), teori kelembagaan (n=3), dan teori identitas sosial (n=3). Sebagai catatan, teori
kelembagaan dan teori identitas sosial menempati urutan yang sama (kelima) karena
masing-masing digunakan sebagai pedoman oleh tiga buah studi/penelitian. Dengan
demikian, pada dasarnya terdapat 6 (enam) kerangka teori yang paling banyak diacu
dalam literatur KPK. Berikut ini dijelaskan keberadaan masing-masing teori tersebut.

Teori peran. Teori ini menyatakan, bahwa ketika perilaku yang diharapkan dari
seseorang, tidak konsisten, yang merupakan salah satu aspek dari konflik peran, individu
yang bersangkutan akan mengalami tekanan dan ketidakpuasan. Selain itu ia akan
menunjukkan kinerja yang kurang efektif, dibandingkan jika perilaku yang dibebankan
padanya tidak mengalami konflik atau dapat dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan.
Peran tidaklah didefinisi sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai suatu proses yang
mencakup tiga komponen sehubungan dengan peran seseorang dalam posisi sosial
tertentu (Levinson, 1959 dalam Hall, 1972). Ketiga komponen tersebut adalah 1) tuntutan
terstruktur yang meliputi norma, harapan, tanggung jawab, dan serangkaian tekanan serta
fasilitasi yang memandu, menghambat, dan mendukung berfungsinya seseorang, 2)
konsepsi peran personal yang merupakan definisi inti tentang apa yang diharusnya
dilakukan individu dalam posisi sosialnya, dan 3) perilaku peran yakni cara dengan mana
seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam organisasi atau
masyarakat.

Teori peran gender. Teori ini menjelaskan perbedaan gender dalam peran
pekerjaan dan rumah tangga (Parasuraman & Simmers, 2001 dan Grzywacsz & Marks,
2000). Terdapat 3 teori peran gender yang mengajukan 3 rangkaian asumsi berbeda yaitu
biological influences, childhood socialization process, dan social structural factor.
Biological influences theory menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin dalam hal sikap,
kemampuan, dan temperamen, merupakan pembawaan lahir, dan perbedaan pembawaan
lahir ini menyebabkan perempuan dan laki-laki juga berbeda dalam hal kesesuaian untuk
menjalankan peran pekerjaan serta rumah tangga. Childhood socialization theory
menyatakan bahwa perbedaan kepribadian yang terbentuk menyebabkan perempuan dan
laki-laki memilih, dan bahkan lebih menyukai, peran sosial yang berbeda. Social
structural theory cenderung untuk menekankan pada sumber- sumber ketidaksetaraan
gender yang berakar dari sistem patriarki atau kapitalisme, atau keduanya. Teori konflik
peran. Ambiguitas atau konflik yang dialami dalam suatu peran akan menghasilkan
keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena tuntutan yang saling bertentangan di antara
peran-peran yang dijalankan (misalnya waktu dan perilaku yang bertentangan) mengarah
pada konflik personal, maka individu akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk
menunaikan setiap peran dengan baik. Konflik pekerjaan-keluarga dapat dipandang
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sebagai satu aspek spesifik dalam kerangka konflik peran secara umum dengan mana
tekanan peran dari domain pekerjaan dan keluarga tidak selaras satu sama lain (Burley,
1995).

Teori sosialisasi peran gender. Faktor-faktor keluarga akan mengalir menuju
pekerjaan lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki, sedangkan faktor-faktor
pekerjaan akan mengalir menuju keluarga lebih banyak pada laki-laki dibandingkan
perempuan. Kaum perempuan diprediksi lebih “menderita” karena mengalami konflik
pekerjaan-keluarga (KPK) dan konflik keluarga-pekerjaan (KKP) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan laki-laki. Dewasa ini perempuan tidak hanya berkecimpung di
sektor domestik seperti pada masa yang lalu, namun juga memiliki tanggung jawab yang
cukup berat di sektor publik (di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat). Meskipun
tidak tertutup kemungkinan laki-laki juga seringkali “bersedia” berbagi dalam urusan
domestik dengan pasangannya, kenyataan menunjukkan bahwa seorang istri memikul
tugas yang lebih berat dibandingkan dengan suaminya. Hal ini tidak lain disebabkan
perempuan sekaligus berperan dalam bidang produksi dan secara alamiah mengemban
tugas istimewa di bidang reproduksi, di samping bekerja untuk mencari nafkah juga
bertugas melahirkan dan membesarkan anak- anaknya (Hardyastuti dan Watie, 1994).

Teori akumulasi peran. Peran ganda mengakibatkan baik konflik maupun
pengayaan karena waktu dan energi dapat dibagi, diintegrasikan, dan dikembangkan di
antara aktivitas/peran yang dijalankan. Dengan demikian, baik proses konflik maupun
pengayaan beroperasi secara simultan pada individu yang melakukan peran ganda
(Shelton, 2006). Akan tetapi, meskipun peran ganda dapat berdampak pada pengayaan,
penyelenggaraan kedua peran ini tetap harus dikelola karena keberadaan pengayaan itu
sendiri tidak serta merta menghilangkan konflik peran yang dialami.

Teori peran sosial. Tugas untuk mengkombinasikan pekerjaan dan keluarga
akan lebih mudah dilakukan oleh mereka yang tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga
dengan pasangan bekerja (Butler & Skatebo, 2004). Diberikan contoh hasil studi, bahwa
mahasiswa yang pada masa kecilnya memiliki ibu yang bekerja di luar rumah, akan
mengekspresikan konsen yang lebih rendah tentang konflik antara karir dengan
perkawinan, dibandingkan dengan mereka yang pada masa kecil, ibunya hanya berperan
sebagai ibu rumah tangga.

Teori konservasi sumberdaya. Teori ini menyatakan bahwa waktu dan energi
merupakan komoditas yang habis digunakan (exhaustible) (Baltes & Heydens-Gahir,
2003; Grandey & Cropanzano, 1999; dan Luk & Shaffer, 2005). Teori yang pertama kali
dikembangkan oleh Hobfoll pada tahun 1998 ini menegaskan bahwa sekali dipergunakan,
waktu dan energi yang dimiliki tidak lagi tersedia untuk menyelesaikan tugas lain, baik
dalam domain yang sama, maupun domain yang berbeda. Dengan demikian, tuntutan dan
harapan yang tinggi dalam satu peran (misalnya pekerjaan), akan menyebabkan
berkurangnya sumberdaya yang tersedia untuk peran yang lain (misalnya keluarga)
karena jumlah waktu dan energi yang dimiliki oleh individu bersifat konstan (Hammer et
al. 2005; dan Noor, 2004).

Teori Ketergantungan Sumberdaya. Agar efektif, pemimpin organisasi harus
memahami tuntutan dan harapan para pemangku kepentingan sehingga dapat
mengendalikan sumberdaya, produk, dan/atau jasa yang penting bagi organisasi, serta
harus menyesuaikan kegiatan-kegiatannya untuk menjamin dukungan mereka secara
berkelanjutan dari para pemangku kepentingan (Milliken et al. 1998). Dalam
hubungannya dengan isu KPK, dinyatakan bahwa semakin tinggi proporsi karyawan
perempuan dalam organisasi, semakin tinggi kemungkinan organisasi yang bersangkutan
untuk menyediakan program atau bantuan pekerjaan-keluarga. Argumentasi ini
berdasarkan asumsi bahwa dengan meningkatnya persentase perempuan atau staf
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pimpinan perempuan dalam angkatan Kkerja, maka ketergantungan pada mereka akan
semakin besar, sehingga organisasi akan lebih tanggap terhadap kebutuhan perempuan.

Teori  Saluran  Sumberdaya. Dalam kaitannya dengan KPK, teori ini
menyatakan bahwa waktu yang didedikasikan untuk menunaikan kewajiban keluarga
mengurangi waktu yang tersedia untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan
(Edwards and Rothbard, 2000). Kondisi ini akan menghasilkan pertentangan yang
dipersepsikan dalam menjalankan berbagai peran. Dengan demikian, waktu yang
didedikasikan untuk menunaikan kewajiban keluarga akan mengurangi waktu yang
tersedia untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan (Edwards & Rothbard, 2000
dalam Shaffer et al. 2001; dan Netemeyer et al. 2005). Pada umumnya, kondisi ini akan
menghasilkan pertentangan yang dipersepsikan dalam menjalankan berbagai peran. Pada
gilirannya, baik KPK maupun KKP merupakan produk akhir yang tidak dapat dihindari,
karena seperti yang dikemukakan oleh Kossek et al. (1999) dalam uraiannya tentang
perspektif ketegangan peran di mana tanggung jawab pada domain yang berbeda akan
berkompetisi untuk memperoleh sumberdaya waktu, energi pisik, dan energi psikologis.

Teori spillover. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman pekerjaan dan keluarga
akan berhubungan secara positif. Dengan demikian teori ini menjelaskan pengaruh
pekerjaan pada kehidupan keluarga, dan sebaliknya, pengaruh keluarga pada pekerjaan.
Bila Edward dan Rothbard, 2000 (dalam Lenaghan et al., 2007) melaporkan bahwa secara
umum aliran yang terjadi dapat terkait dengan sikap, perilaku, dan emosi dari satu peran
ke peran lainnya, maka secara spesifik spillover dikelompokkan menjadi dua yaitu
spillover (aliran) positif dan aliran negatif (Grzywacs dan Marks, 2000). Aliran positif
akan tampak jika kepuasan, energi, kebahagiaan, dan simulasi yang dialami di tempat
kerja menyebabkan perasaan dan energi positif dalam rumah tangga; atau jika kepuasan,
energi, kebahagiaan, serta simulasi yang dialami dalam rumah tangga menimbulkan
energi dan perasaan positif di tempat kerja. Sebaliknya, aliran negatif dari pekerjaan ke
rumah tangga akan dirasakan ketika masalah, konflik, atau energi yang didedikasikan di
tempat kerja menyebabkan individu mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam
kehidupan keluarga secara efektif dan positif. Apabila dihubungkan dengan teori-teori
yang digunakan sebagai dasar, maka aliran positif akan dibahas melalui pandangan
pengayaan, atau menurut sebutan Ruderman et al. (2002) sebagai premis akumulasi
peran, sedangkan aliran negatif dikaji melalui dasar pemikiran perspektif konflik seperti
yang dijelaskan oleh Greenhaus dan Powell (2006).

Hipotesis kelangkaan. Sumberdaya personal dalam bentuk waktu, energi, dan
perhatian, terbatas jumlahnya. Jadi, sumberdaya yang dicurahkan untuk menjalankan
peran pekerjaan pada umumnya tidak dapat digunakan untuk menunaikan peran keluarga.
Sebaliknya, sumberdaya yang diperuntukkan menjalankan peran keluarga tidak dapat
digunakan lagi untuk menyelenggarakan peran pada domain pekerjaan. Sebagai
konsekuensinya, tuntutan yang saling bersaing antara peran pekerjaan dan keluarga dapat
menghasilkan tekanan peran bagi mereka yang berperan ganda di sektor publik maupun
domestik (Thiagarajan et al. 2007).

Teori kelembagaan. Organisasi dibatasi oleh aturan- aturan sosial dan harus
mentaati kesepakatan bersifat taken-for-granted yang membentuk struktur dan praktek-
praktek yang dilaksanakan. Dalam hubungannya dengan KPK, para ahli teori
kelembagaan mengembangkan berbagai mekanisme (strategi) seperti norma profesional
dan peraturan-peraturan yang memotivasi organisasi dalam merespon tekanan
kelembagaan yang dihadapi (Milliken et al. 1998). Lima macam strategi yang dapat
diterapkan untuk merespon tekanan kelembagaan adalah: 1) menyesuaikan diri dengan
tekanan dan harapan kelembagaan, 2) melakukan kompromi dengan tuntutan
kelembagaan, 3) menghindari tuntutan kelembagaan, 4) menolak norma-norma
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kelembagaan, dan 5) mengadopsi tekanan kelembagaan, misalnya dengan cara
melakukan manipulasi untuk melakukan perubahan terhadap kekuasaan yang dimiliki
(Goodstein, 1994).

Teori Identitas Sosial. Individu akan menggolongkan dirinya sebagai anggota
kelompok-kelompok sosial. Dalam hal ini individu dapat memiliki identitas jamak (mis,
manajer, istri, dan ibu) yang dihasilkan dari interaksinya dengan orang lain. Maka,
individu membentuk citra yang ia inginkan, dan segala sesuatu yang menghalangi
pembentukan citra ini dianggap sebagai ancaman pembentukan identitas (Carlson et al.
2000). Derajat identifikasi pada setiap peran bervariasi antar individu dan merupakan
fungsi dari berbagai faktor, seperti tujuan yang ditetapkan (yang ingin dicapai).

Kajian dalam paper ini mengacu pada keberadaan kerangka teori-teori tersebut.
Kajian  didasarkan atas pandangan mengenai pentingnya upaya sopistikasi terhadap
kerangka teori KPK yang selama ini dipandang kurang inklusif karena tidak sensitif
terhadap aspek kemasyarakatan, khususnya unsur budaya. Dengan mempertimbangkan
unsur budaya berarti studi dan kerangka teori KPK ke depan akan bergeser dari studi dan
teori yang bersifat netral budaya menuju studi dan teori yang lebih kompleks dan bersifat
peka budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan
kualitatif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan yang diteliti dalam penelitian ini
merupakan gambaran peran ganda perempuan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan
masyarakat, sehingga dapat mendeskripsikan, menguraikan, dan mengeksplorasi secara
mendalam tentang permasalahan yang dibahas mengenai gambaran umum peran ganda
perempuan, kendala perempuan berperan ganda dan dampak perempuan berperan ganda
dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu, pendekatan kualitatif
deskriptif lebih efektif digunakan dalam penelitian ini, karena dalam teknik pengumpulan
datanya efektif untuk mendapatkan data dari informan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 informan, yaitu 5 orang perempuan
pengrajin batik, 4 orang suami dari perempuan pengawai, 5 orang anak dari pegawai
rempuan, dan 1 orang kader PKK. Penelitian ini dilakukan di desa Bantarsoka Kecamatan
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Pemilihan daerah penelitian dikarenakan di
daerah tersebut terdapat banyak kaum perempuan yang bekerja.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi,
wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan
data reduksi (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan (conclusion).

Artikel ini menyajikan kajian kritis terhadap literatur KPK. Kajian bertujuan
untuk mengelompokkan kerangka teori KPK dan menyingkap keterbatasan studi selama
ini. Selanjutnya diajukan rekomendasi untuk penelitian ke depan yang disajikan pada
bagian akhir paper.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sopistikasi Teori Konflik Pekerjaan-Keluarga: Se- buah Kajian Kritis
Berdasarkan uraian tentang keberadaan teori KPK, tampak bahwa kerangka teori
yang diadopsi dalam studi konflik peran selama ini cenderung dijadikan acuan untuk
peran ganda yang hanya bersifat dikotomi. Hal ini disebabkan memang sangat jarang
studi konflik peran yang bersifat trikotomi. Bahkan, konflik peran trikotomi yang
memasukkan unsur kemasyarakatan atau sosial budaya dalam dimensinya, belum ada.
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Pada banyak kondisi, peran kemasyarakatan dianggap tidak begitu penting untuk
dipertimbangkan sebagai bagian dari konflik peran. Ini merupakan konsekuensi logis,
karena hampir semua studi umumnya mengacu pada kerangka yang dikembangkan dari
perspektif barat dengan kondisi yang cenderung bersifat individualis, dengan ikatan
kekerabatan dan keterlibatan kemasyarakatan relatif lebih rendah dibandingkan negara-
negara timur yang bersifat kolektivis.

Tuntutan-tuntutan yang dialami di tempat kerja dan fungsi-fungsi yang
merupakan tanggung jawab keluarga serta kemasyarakatan, seringkali tidak dapat
berjalan beriringan secara harmonis. Hal ini menjadi semakin kritikal dalam kehidupan
masyarakat timur yang dicirikan oleh budaya kolektivis dengan ikatan kekerabatan yang
sangat kental. Dengan kehidupan kemasyarakatan yang relatif lebih kuat, maka
penempatan konflik peran akan berbeda dibandingkan dengan di negara-negara barat
yang cenderung bersifat individualis, karena penempatan kehidupan kemasyarakatn akan
relatif sejajar dengan peran dalam wilayah pekerjaan dan keluarga. Kondisi yang
seringkali diidentifikasi sebagai aliran timbal balik (spillover) ini menggambarkan
terjadinya transfer reaksi yang dialami pada domain tempat kerja ke wilayah bukan-
pekerjaan (keluarga dan kemasyarakatan), dan sebaliknya, dari area bukan-pekerjaaan
menuju bidang pekerjaan (Mauno & Kinnunen, 1999).

Konflik peran antara ketiga wilayah kehidupan ini merupakan masalah menonjol
bagi individu-individu yang sudah berumahtangga dan bekerja di luar rumah, khususnya
di negara-negara dengan adat ketimuran. Kondisi ini disebabkan selain sebagai aktor
yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan dan keluarga, mereka juga
berperan sebagai anggota masyarakat, sehingga mau tidak mau harus terlibat dalam
kegiatan kemasyarakatan di lingkungan di mana ia berada (Voydanoff, 2006). Individu
yang berkeluarga dan bekerja di luar rumah melaporkan kesulitan dalam pelaksanaan tiga
peran sekaligus yaitu memenuhi tuntutan pekerjaan secara memuaskan, meluangkan
waktu untuk memelihara hubungan baik dengan pasangan dan anak- anak, serta terlibat
sebagai anggota masyarakat secara aktif (O’Brien et al. 2007). Dari sini tampak betapa
pentingnya pertimbangan terhadap aspek kemasyarakatan dalam studi atau penelitian
tentang konflik peran (dalam hal ini KPK).

Belakangan ini anjuran mengenai pentingnya perluasan riset dengan
mempertimbangkan unsur kemasyarakatan mewarnai rekomendasi studi-studi yang
terkait dengan isu konflik peran. Sebagai elemen bukan-pekerjaan, aspek kemasyarakatan
diduga berperan pada upaya keluarga, terutama dalam keluarga pasangan bekerja. Oleh
karena partisipasi kemasyarakatan merupakan sumber daya yang tetap, maka waktu yang
dihabiskan dalam kegiatan kemasyarakatan tidak lagi tersedia untuk kegiatan-kegiatan
pada domain lain, sehingga mengganggu kordinasi antar domain tersebut (Voydanoff,
2004c dan O’Driscoll dan Humphries, 1994).

Salah satu studi mengenai perluasan terhadap analisis pekerjaan-keluarga dengan
melibatkan unsur komunitas atau kemasyarakatan dilakukan oleh Voydanoff (2001).
Akan tetapi, peneliti ini tidak memasukkan unsur kemasyarakatan sebagai dimensi
konflik peran, melainkan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhinya. Ditegaskan
tentang pentingnya unsur kemasyarakatan dalam hubungan antara pekerjaan dan keluarga
melalui penggunaan metafora “tripod”” untuk mengartikulasikan tiga realisme pengalaman
hidup yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu rumah/keluarga, tempat kerja, dan
“tempat ketiga” dengan mana manusia berkumpul, yang disebut dengan masyarakat.

Waktu dan energi yang didedikasikan untuk memenuhi tuntutan satu peran,
misalnya pekerjaan, akan membawa konsekuensi kepada pengurangan waktu dan energi
yang dapat dicurahkan pada kedua peran lainnya, yaitu keluarga dan kemasyarakatan.
Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Calas dan Smircich (1996) (dalam Burchielli et
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al. 2008), bahwa peningkatan partisipasi di pasar kerja menyebabkan meningkatnya
tantangan terhadap pandangan konvensional mengenai fokus tanggung jawab pada
anggota keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, hubungan antara peran pekerjaan,
keluarga, dan kemasyarakatan merupakan kondisi zero-sum, sehingga lebih banyak
pekerjaan, berarti lebih sedikit waktu yang teralokasikan untuk keluarga dan keterlibatan
dalam masyarakat (Poarch, 1998).

Secara umum, terdapat dua tipe masyarakat yaitu masyarakat dalam artian
teritorial dan secara relasional yang didefinisi secara berbeda. VVoydanoff (2004b) yang
mengutip pendapat dari dua kelompok penulis yaitu Philips (1993), serta Small dan
Supple (2001), menyatakan bahwa, di satu pihak, penulis pertama mendefinisi
masyarakat sebagai sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah, memiliki nilai
dan sejarah tertentu, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan memiliki solidaritas yang
tinggi (teritorial). Di lain pihak, para penulis pada kelompok kedua mengajukan
pandangan bahwa masyarakat mengacu pada hubungan sosial yang dimiliki oleh
individu-individu berdasarkan konsensus kelompok; nilai dan norma yang dipegang
bersama; tujuan umum; serta perasaan identifikasi, rasa memiliki, dan kepercayaan
(relasional).

Budaya merupakan satu elemen yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan
bermasyarakat. Keterkaitan kedua unsur ini dapat disimak dari konsep masyarakat dan
kebudayaan yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi dan antropologi. Secara umum,
istilah masyarakat digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan terpolakan
yang dicapai di antara orang-orang, sedangkan kebudayaan dipandang sebagai hasil dari
hubungan yang terpolakan tersebut (yakni berupa teknologi, kepercayaan, nilai, dan
aturan yang berfungsi sebagai pedoman) (Sanderson, 1995). Selanjutnya dinyatakan
bahwa, secara konseptual kebudayaan merupakan representasi dari para anggota
masyarakat yang dipandang secara kolektif, dan pembedaan ini berguna sebagai batasan
kajian untuk tujuan analisis.

Maka dari itu, budaya merupakan komponen yang dapat digunakan untuk
mewakili aspek kemasyarakatan. Budaya merupakan determinan penting dalam
kehidupan masyarakat di suatu daerah (Koentjaraningrat, 1974). Hal ini disebabkan
dalam masyarakat terdapat sistem sosial sebagai salah satu wujud kebudayaan yang
terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, dan bergaul
satu sama lain dari waktu ke waktu, menurut pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan.
Manusia berpikir dan bertindak dengan cara tertentu karena mereka telah disosialisasi ke
dalam serta terikat secara emosional pada kebudayaan tertentu yang mereka terima
sebagai sesuatu yang benar, tepat, dan wajar (Sanderson, 1995). Selain itu, untuk
memahami perkembangan hidup manusia harus dipertimbangkan lingkungan aktual di
mana mereka berada, mulai dari sistem mikro (misalnya, pekerjaan dan keluarga) hingga
sistem makro (pola pranata budaya) (Bronfenbrenner, 1994).

Budaya dan kebudayaan pada dasarnya mengandung pengertian yang berbeda
(Artadi, 2009). Konsep pertama disejajarkan dengan manusia, sedangkan konsep kedua
dikaitkan dengan kemanusiaan. Dengan demikian, kebudayaan selalu berarti adiluhung.
Dalam suatu studi, kedua konsep tersebut dapat dianggap sama dan digunakan secara
saling bergantian dengan dasar pikir bahwa, keduanya bersifat manusiawi. Meskipun
terdapat banyak sekali definisi tentang budaya/kebudayaan, secara umum konsepnya
adalah sebagai pemrograman pikiran kolektif yang membedakan para anggota satu
kelompok dari kelompok lainnya; serta motif, nilai, kepercayaan, identitas- identitas, dan
interpretasi-interpretasi atau makna-makna dari kejadian-kejadian penting yang
ditimbulkan dari pengalaman-pengalaman umum sekelompok orang yang diwariskan
antar generasi (Hofstede, 2001 dan House & Javidan, 2004 dalam Powell et al. 2008).
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Budaya suatu bangsa yang dicerminkan salah satunya oleh nilai-nilai yang
dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari relatif berbeda antara negara-negara
barat dengan negara-negara timur. Lain halnya dengan di negara barat yang seringkali
dikonotasikan sebagai negara maju, dimana kehidupan penduduk dan pekerja cenderung
bersifat individualis, di negara timur ikatan sosial dan intensitas hubungan tidak saja
diperuntukkan bagi pekerjaan dan keluarga, melainkan juga bagi kegiatan- kegiatan
terkait dengan kehidupan sosial, budaya, serta kekerabatan, yang umumnya terintegrasi
dalam kegiatan- kegiatan kemasyarakatan. Mau tidak mau, waktu yang dimiliki, selain
dibagi untuk tuntutan pekerjaan dan keluarga, juga harus dialokasikan untuk kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pada peran kemasyarakatan.
Bahkan, kegiatan-kegiatan semacam ini seringkali justru menuntut waktu yang relatif
lebih panjang dibandingkan dengan yang didedikasikan untuk pekerjaan dan keluarga.
Dapat dibayangkan kemudian, dalam kondisi seperti ini, pekerja yang berdomisili di
negara sedang berkembang akan mengalami konflik peran yang lebih berat dibandingkan
dengan mereka yang hidup di negara maju.

Menurut Powell et al. (2008), studi-studi yang mempertimbangkan pengaruh
budaya dalam pengujian konflik peran dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu yang
memperlakukan budaya sebagai cerminan 1) negara (culture-as-nation studies, 2) referen
(culture- as-referent studies), dan 3) dimensi-dimensi (culture- as-dimensions studies).
Kelompok pertama merupakan studi-studi yang melakukan perbandingan antar negara
dalam kaitan dengan pengalaman konflik peran individu, sedangkan kategori kedua
mempertimbangkan budaya dalam memformulasi hipotesis dan menterjemahkan hasilnya
sehubungan dengan pengalaman konflik peran di suatu negara. Kelompok studi terakhir
mengajukan hipotesis dan menguiji teori tentang pengaruh dimensi- dimensi budaya pada
konflik peran. Dengan demikian, penelitian yang mempertimbangkan dimensi budaya
dalam konflik peran seperti yang diajukan dalam paper ini dapat dikelompokkan ke
dalam kategori studi terakhir.

Mengingat budaya/kebudayaan seluas manusia (Artadi, 2009), maka elemennya
perlu dibatasi, baik dari segi wujud maupun unsurnya. Pada dasarnya, kebudayaan
memiliki tiga wujud yaitu 1) wujud ideal, sebagai suatu kompleks dari ide/gagasan, nilai,
norma, dan peraturan; 2) sistem sosial, sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola
manusia dalam masyarakat; dan 3) kebudayaan fisik, sebagai benda- benda hasil karya
manusia (Koentjaraningrat, 1974). Selain itu, penulis juga mengemukakan bahwa
terdapat tujuh unsur budaya universal yang sekaligus merupakan isi dari semua
kebudayaan di dunia ini yaitu 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) sistem dan
organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 5) kesenian, 6) sistem mata
pencaharian hidup, dan 7) sistem teknologi dan peralatan.

Pembatasan atau fokus dapat dipilih sesuai dengan latar penelitian. Misalnya saja
suatu studi yang difokuskan pada wujud kebudayaan kedua (sistem sosial), yang secara
khusus diarahkan pada unsur pertama dan kedua yakni berkaitan dengan praktek/upacara
keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Kedua unsur ini dapat dipertimbangkan
karena merupakan elemen yang relatif lebih menonjol, misalnya, dibandingkan elemen
lain dalam aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan suatu penduduk di satu wilayah
penelitian. Atau karena alasan metodologis, misalnya karena kedua variabel ini lebih
mudah diukur dari pada yang lain. Aktivitas budaya salah satunya tercermin dari
aktivitas/praktek keagamaan (religious practice) (Mazario, 2007) yang menurut Ruffle &
Sosis (2007) memerlukan waktu relatif banyak (time consuming).

Agama merupakan salah satu unsur budaya (Artadi, 2009) dan merupakan ciri
universal kehidupan sosial manusia (Sanderson, 1995). Bennett (1948) juga mencatat
bahwa, selain ekonomi, studi tentang budaya umumnya berkaitan dengan kajian
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mengenai keluarga dan agama. Budaya dan agama pada dasarnya tidak sama, namun
tidak terpisahkan karena dalam budaya objektif terdapat agama di dalamnya (Artadi,
2009). Agama adalah seperangkat keyakinan, perilaku, dan praktek, menyangkut hal-hal
yang dipandang sakral; terutama konsen lebih banyak pada keyakinan dan praktek
kelompok dari pada individu; dan membantu dalam pencarian makna eksistensial
(Wielhouwer, 2004). Selain itu, Lansing dan Feldman (1997) juga mengemukakan bahwa
konsep agama meliputi semua aspek terkait dengan keyakinan/ketaatan dan praktek
keagamaan. Dengan demikian, pada prinsipnya agama mengandung dua unsur pokok
yaitu keyakinan dan praktek keagamaan (belief and practice) (Aspen 2004; La Barbera &
Gurhan, 1997; McCleary, 2008; dan VanderStoep & Green, 1988).

Aspek kedua yang merupakan suatu konteks untuk mengkordinasikan peran
pekerjaan-keluarga adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Oleh karena organisasi
sosial kemasyarakatan digunakan dalam tingkat analisis masyarakat, maka variabel
domain kemasyarakatan yang digunakan untuk tingkat analisis individu adalah partisipasi
dalam organisasi kemasyarakatan (\Voydanoff, 2001).

Di samping pembatasan dari segi wujud dan unsur budaya, studi konflik peran
perlu juga direstriksi dalam hal bentuknya. Greenhaus dan Beutell (1985) membedakan
konflik peran ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, konflik atas dasar waktu (time-based
conflict), artinya waktu yang dicurahkan untuk mencapai kinerja pada satu domain,
mengurangi curahan waktu pada domain yang lain. Kedua, konflik atas dasar ketegangan
(strain-based conflict), yang timbul ketika ketegangan yang diakibatkan dalam
menjalankan satu peran, mempengaruhi kinerja pada peran yang lain. Ketiga, konflik atas
dasar perilaku (behavior-based conflict), yang mengacu pada ketidakselarasan antara pola
perilaku yang diinginkan pada kedua domain. Pembatasan bentuk konflik peran ini
penting agar terdapat kejelasan apakah pengalaman Dengan dimasukkannya unsur
budaya, maka hasil riset akan dapat memberi kontribusi berupa pemahaman yang lebih
mendalam baik untuk para peneliti maupun praktisi tentang pengaruh budaya dalam
pengalaman konflik. Di samping itu, akan dapat diadakan komparasi mengenai
pengalaman konflik peran di antara penelitian-penelitian yang dilakukan pada latar
budaya yang berbeda. Ini akan berimplikasi pada pengembangan program intervensi yang
cocok diterapkan pada budaya suatu negara, yang sedikit banyak tercermin juga dalam
budaya perusahaan, untuk memfasilitasi karyawan dalam mengupayakan keseimbangan
peran pekerjaan-keluarga demi pencapaian kinerja yang optimal.

Ketiga peran dari domain yang berbeda yakni pekerjaan, keluarga, dan
kemasyarakatan (dalam hal ini budaya), akan menimbulkan konflik antar peran yang
lebih intens dibandingkan jika individu hanya berperan dalam wilayah pekerjaan dan
keluarga. Hal ini terjadi karena ketidakcocokan atau pertentangan penunaian tugas dan
tanggung jawab yang sebelumnya hanya berupa interaksi antara peran pekerjaan dan
keluarga (KPK), menjadi pertentangan atau konflik antara tiga domain yaitu pekerjaan,
keluarga, dan budaya, yang selanjutnya disebut dengan konflik pekerjaan-keluarga-
budaya (KPKB).

Konflik peran yang sebelumnya hanya bersifat dikotomi antara pekerjaan dan
keluarga hanya memiliki dua dimensi yaitu konflik pekerjaan-keluarga (KPK) dan
konflik keluarga-pekerjaan (KKP). Dengan dipertimbangkannya unsur budaya dalam
studi KPK, maka konflik peran akan bersifat trikotomi dengan enam arah hubungan
(konflik) yakni pekerjaan-keluarga (KPK); keluarga-pekerjaan (KKP); pekerjaan-budaya
(KPB); budaya-pekerjaan (KBP); keluarga-budaya; (KKB) dan budaya-keluarga (KBK),
karena terdapat tiga domain yang saling berinteraksi, yaitu pekerjaan, keluarga, dan
budaya.
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Untuk memasukkan unsur budaya dalam studi terkait konflik peran maka teori
sepatutnya bersifat ekologis. Kerangka teori yang dapat dijadikan pedoman adalah teori
sistem ekologis (ecological system theory). Teori ini sejatinya berkenaan dengan model
ekologis perkembangan manusia dalam hubungan dengan lingkungan aktualnya. Untuk
memahami perkembangan manusia seharusnya dipertimbangkan sistem ekologis dengan
mana pertumbuhan itu terjadi (Bronfenbrenner, 1999).

Secara spesifik, dari 5 sub-sistem yang merupakan elemen dari teori ini
(microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, dan chronosystem), konflik antara
tiga peran kehidupan (KPKB) terkait dengan mesosystem. Secara konseptual, mesosystem
merupakan sistem hubungan perkembangan manusia dengan dua atau lebih latar
lingkungannya (misalnya, manusia dengan keluarga dan pekerjaan; manusia dengan
keluarga dan sekolah; manusia dengan keluarga, pekerjaan, dan sekolah; serta manusia
dengan pekerjaan, keluarga, dan masyarakat). Jadi, studi akan mengarah pada model
sistem ekologis yang diperluas pada aspek kemasyarakatan (khususnya budaya). Studi
semacam ini pernah dilakukan oleh Bronfenbrenner (1994) dengan cara perluasan model
sistem ekologis pada ketetanggaan melalui derajat integrasi dengan pengukuran interaksi
orangtua dengan teman anak-anaknya; partisipasi dalam aktivitas kemasyarakatan dan
sekolah; dan dengan keluarga lain dalam ketetanggaan.

Pengajuan proposisi tentang pengaruh dimensi budaya pada studi KPK akan
memperluas teori menjadi lebih peka budaya. Untuk memaksimalkan variabilitas dalam
dimensi-dimensi budaya yang akan dikaji, akan lebih baik jika studi-studi terkait juga
mempertimbangkan sampel antar wilayah dengan latar budaya yang berbeda-beda. Untuk
memperkaya variabilitas studi, Powell et al. (2008) menyatakan bahwa variasi juga dapat
dicerminkan melalui aplikasi berbagai metode seperti survai, metode kualitatif melalui
wawancara mendalam, dan eksperimen seperti dilemma konflik peran yang dialami oleh
individu yang berperan ganda.

Akhirnya, kajian ini mengajukan agenda untuk penelitian dan teori di masa yang
akan datang untuk mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya budaya dalam
konflik peran (khususnya KPK). Pengetahuan semacam ini diharapkan dapat dijadikan
pegangan bagi organisasi atau pihak manajemen untuk meningkatkan kepekaan mereka
dalam upaya menyusun program- program inisiasi yang berpihak pada penyeimbangan
peran pekerjaan-keluarga-budaya.

KESIMPULAN

Pengelolaan konflik antara peran pekerjaan dan keluarga menjadi isu yang
semakin penting bagi pekerja baik di negara maju maupun sedang berkembang. Selama
ini studi-studi tentang konflik peran cenderung bersifat dikotomi dan sebagian besar
berkaitan dengan kajian konflik antara peran pekerjaan dan keluarga. Meskipun ada studi
konflik peran yang bersifat trikotomi, selama ini belum ada yang menyentuh aspek
kemasyarakatan, khususnya budaya sebagai dimensinya. Padahal, budaya merupakan
unsur yang berpotensi untuk berkontribusi pada prevalensi konflik peran. Maka dari itu,
unsur budaya seharusnya dimasukkan sebagai dimensi konflik peran. Jika dilakukan
sopistikasi terhadap penelitian tentang interaksi antara peran pekerjaan dan keluarga
melalui perluasan dengan cara penambahan unsur budaya dalam dimensi konflik peran,
maka ada dua implikasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, terminologi peran
pekerjaan-keluarga akan menjadi semakin kaya karena telah mempertimbangkan kondisi
manusia secara utuh. Keutuhan ini tampak dari keanggotan individu baik dalam
pekerjaan, keluarga, maupun sebagai anggota suatu masyarakat yang terikat pada budaya
tertentu di mana yang bersangkutan berdomisili. Kedua, kerangka teori yang konflik
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pekerjaan-keluarga akan dikonseptualisasi kembali sehingga dapat menurunkan asumsi-
asumsi baru terkait dengan kajian tentang konflik peran.

Rekomendasi ini diakui masih berada pada tahap awal dan perlu dikembangkan
lebih lanjut. Namun, mengingat bahwa tradisi akademis dalam bentuk penelitian dan
publikasi ilmiah bersifat berkelanjutan, usulan ini bukannya tidak mungkin akan dapat
direalisasikan pada studi-studi di masa akan datang. Dengan demikian, literatur
tentang konflik peran dapat menggambarkan fenomena berdasarkan kerangka teori yang
bersifat lebih peka budaya (cultural sensitive theory)..
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